BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI MELAWI

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

MEKANISME PEMBAYARAN NON TUNAI ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MELAWI

Menimbang

Mengingat

a,

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah,
dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab
dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat
untuk masyarakat;

bahwa sebagai upaya melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 10
Tahun 2016 tentang Aksi Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan
Tahun 2017, maka perlu dilakukan percepatan implementasi
transaksi non tunai sebagaimana diamanatkan pada Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/S] tentang Implementasi
Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Melawi;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

2. Undang-Undang . . .



1

~N

10.

11.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ke \

_ uangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomoig 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4344);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43553);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 538, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3679);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4593);

12 Peraturan ...
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Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 11 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (ILembara
Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2007 ,Nomor 11 'l‘ambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 38); ’ "

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 167);

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang  Aksi
Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, maka perlu
dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai
sebagaimana diamanatkan pada Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri Nomor 910/1867/S] tentang Implementasi Transaksi Non
Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN :

PERATURAN  BUPATI MELAWI TENTANG MEKANISME
PEMBAYARAN NON TUNAI ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MELAWI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Melawi ini, yang dimaksud dengan :

1.
2,

w

Daerah adalah Kabupaten Melawi.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Melawi.

Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah
daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Melawi yang
selanjutnya di sebut APBD Kabupaten Melawi adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Melawi yang disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi (DPRD),
yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan
tanggal 31 Desember tahun berkenaan. -
Pembayaran Non tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang
dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument
berupa alat pembayaran berupa Nota Pemindah Bukuan atau
menggunakan Cash Management System (CMS) ‘
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Melawi

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati Melawi selaku Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Daerah untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Rekening...
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Rekening Kas‘ Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kasds
aQalah rekening  tempat penyimpanan uaﬁg daérah '--arr
ditentukan oleh Bupati Melawi selaky Pemegan -K:-f:- "2;
Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mmmp?mg ;?:;:z
penerimaan  daerah dan digunakan untuk m Pwsey

pengeluaran daerah pada Bank yang diturjuk.
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUT) adalah
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum
daerah.

Kuasa Bendahara umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa
BUD adalah pejabat vang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian tugas BUD.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang  kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi
perangkat daerah yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa urtuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalsm
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat
PPK-SKPD adalah penjabat yang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada perangkat daerah.

embayar seluruh

5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK

adalah pejabat pada unit kerja perangkat daerah yang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program
sesuai dengan bidang tugasnya.
Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk  menerima, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada perangkat daerah.
Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belarja
daerah dalam rangka pelaksanaan APED pada perangkat daerah.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu,
diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk memduduki jabatan
pemerintahan pada Pemerintah Daerah. '
Penyedia barang dan/atau jasa adalah adalah setiap orang yang
menyediakan barang, jasa konsultasi, atau jasa lainnya dan
penyedia barang dan/atau jasa lain yang ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

BABII

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2
Sistem Pembayaran Non Tunai dalam belanja APED ini
dilaksanakan berdasarkan asas :
a. efisiensi;
b. keamanan; dan
¢. manfaat.

(2). Asas..



(2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud
system Pembayaran Non Tunai dala
dijalankan dengan baik tan
biaya.

pada ayat (1) huruf a adalah
m belanja APBD harus biasa
pa menghabiskan waktu, tenaga,

(3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
adalah system Pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD
memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang
berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.

(4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ adalah
system Pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD harus
memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah
i«;n semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja

BD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan
penyelenggaraan urusan dibidang keuangan daerah yang cepat, tepat,
aman, efisien, transparan dan akuntabel.

BAB III
JENIS PEMBAYARAN DAN PENGECUALIAN

Bagian Kesatu
Jenis Pembayaran

Pasal 4

(1) Setiap pembayaran belanja APBD wajib melalui system
pembayaran non tunai.
(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Belanja Tidak Langsung :
Belanja Pegawai;
Belanja Bunga;
. Belanja Subsidj;
Belanja Hibah;
Belanja Bantuan Sosial;
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa; dan
Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai
Politik;
8. Belanja Tidak Terduga.
b. Belanja Langsung :
1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang dan Jasa; dan

3. Belanja Modal.
(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah termasuk

pemotongan pajak sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku.

O N

~

Bagian Kedua...



Bagian Kedua
Pengecualian
Pasal 5
{:ms f-ﬁm!jayamn yang dapat dikecuatihan melaly system P
NOon Tunai scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah

a Pembayaran atas pengadaan barang dan jasa maksimal dalam |

‘ } ; 4 »

b Pembavaran belanja  untuk uang sahu  peserta  atau uang
transportas prserta,

‘mbavaran

BABIV
PFENDAPATAN

Pasal 6

(1) Pendapatan Asli Dacrah dapat dilaksanakan secara efehtit melalu)
PIOses penenimaan secara non tuna

(2) Pendapatan vang dilaksanakan secara non tunai adalah pendapatan
lebih dan Rp 1,000 000,- (satu juta rupiah)

BAB YV
PEMBINAAN
Pasal 7
(1) Pembmaan penerapan Peraturan Bupati i dilakukan oleh Tim
vang diketahut oleh Sekretaris Daerah dan ditetaphan dengan
Keputusan Bupati.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) meliputs tasilitas
pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan

Bupati, perjanjlan kenjasama dan/atau nota kesepahaman dengan
Bank Persepsi serta pengarahan penerapan Peraturan Bupati inu

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 8

(1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh
Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
(2) Pengawasan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilahubhan secara
terintegrasi dalam kegiatan pengawasan. | ‘
(3) Pertanggungjawaban atas pendapatan dan belanja baik  tunai
maupun non tunai mengihut peraturan dan hetentuan yang
berlaku.
BAB VI
SANKSI ADMINISTRAS

Pasal 9

Bendahara Penerimaan. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara
Pengeluaran Pembantu yang melanggar h'tenmn sebagagnam
dimaksud dalam Pasal 4 avat (1) dikenakan sanksi administratif.
Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa .
a teguran Lisan; dan

b teguran tertulis.

(1)

2

BAB.



pemindah bukuan kepadg bank. a Pengeluaran menggunakan nota

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 juli 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangkan
Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah

Kabupaten Melawi.
Ditetapkan di Nanga Pinoh
™~ pada tanggal 4 Fdervari 2018
Diundangkan di Nanga Pinoh

pada tanggal g Fruna 2018
A SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWL AR

l
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-Qf IVO TITUS MULYONO

\ BUPATEN MELAWI TAHUN 2018 NOMOR 4
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BERITA DAERAH K




